Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxX, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XxXxX KOTA MADIUN,
PROVINSI JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik pada
alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com;

Penggugat;
Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman
dil XXXXX XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX,  XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX, sekarang
menunjuk alamat domisili di XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XHXXXXXKHXXXK XXXXEXKHKXXIXEXKXXXXK XXXXKKXXXXKK XXXXXXXXKKXX
XXXXXXXXKXXXK XXXXXXXKX XXXXXXXXX XXXX, Provinsi Kalimantan
barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2024
yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik
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melalui aplikasi e-court dengan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 3
Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXX, Ponorogo,
sebagaimana sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor
XXXXIXXXXIXXXIXXXXX, tertanggal 09 Maret 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Duda Cerai dengan seorang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan
telah berhubungan badan di rumah kediaman bersama selama 7 (tujuh)
tahun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak sekitar Desember 2018 keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
a. Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam
keadaan mabuk karena minuman keras.
b. Sejak Desember 2023 terjadi masalah ekonomi dimana Tergugat
jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila sudah diberi
nafkah terkadang uang yang diberikan diungkit dan diminta kembali
oleh Tergugat,
c. Sikap Tergugat yang cuek dan kurang perhatian kepada
Penggugat yang membuat Penggugat sering merasa sakit hati;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal aJuni
2024 dimana terjadi pertengkaran karena saudara Penggugat di Ponorogo
meninggal dunia kemudian Penggugat bermaksud menginap di rumah
saudaranya tersebut untuk membantu disana namun ketika pamit ke
Tergugat tidak diizinkan dan Tergugat dan justru memaksa Penggugat
untuk pulang. Lalu keesokannya Penggugat pamit kepada Tergugat untuk
pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat
memutuskan untuk tidak kembali ke rumabh;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi
tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena
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Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa sejak awal Juni 2024 atau 6 (enam) bulan yang lalu antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat sekarang
tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat XXXxx XXXXXX XXX XXX XXX XXX
XXXXXXXXX XXXKK,  XXXXXXXXK XXXXXX,  XXXXXXKKK XXXXXXXK, XXXXXXXX  XXXX
xxxxx sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua
Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXX, XX XXX XX XXX, XXXXXXXXK XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXX
XXXXXX;

8. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak terlaksana hubungan selayaknya suami dan istri;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama xxxx Xxxxxx cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir karena
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berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn
yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat tidak
bertempat tinggal di alamat yang terdapat dalam gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat
menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya, karena
Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Penggugat secara
elektronik melalui e-court sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan
Tergugat tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat)
Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di
persidangan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang terdapat dalam
gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah

tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;
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Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon
mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berpikir kembali dan
akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga
Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena
dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini
telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
347/Pdt.G/2024/PA.Mn dari Penggugat;

2. Menyatakan perkara Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn selesai karena
dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxXxxxx untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp249.000,00
(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
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Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28
Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Imam Safi'i, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Syahrul Mubaroq, S.H. dan Arina Kamiliya, S.H.l., M.H. sebagai Hakim
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
diunggah serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court)
pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan
Wiwin Sukristiana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Syahrul Mubaroq, S.H. Arina Kamiliya, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan
Tergugat : Rp20.000,00
C. Redaksi :
Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp79.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp249.000,00

(dua ratus empat puluh sembilan

ribu rupiah)
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